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ABSTRAK 

 

Permasalahan dalam penelitian ini Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku 

Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Siak Berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan 

adalah belum berjalan maksimal dikarenakan kecelakaan yang dilakukan oleh anak 

banyak dilakukan dengan cara damai karena banyak pertimbangan jika anak harus 

dipidana. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan penegakan hukum 

terhadap anak sebagai pelaku kecelakaan lalu lintas di Wilayah Hukum Kepolisian 

Resor Siak, untuk menjelaskan hambatan dalam penegakan hukum terhadap anak 

sebagai pelaku kecelakaan lalu lintas di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Siak 

tersebut. Metode yang dipergunakan adalah penelitian hukum sosiologis, Sumber 

data terdiri atas data primer, data sekunder,dan data tertier dengan teknik 

pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan kajian kepustakaan. Data 

yang diperoleh akan dianalisa menggunakan metode kualitatif, yaitu data akan 

dijelaskan dengan dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang telah 

diperoleh. Dalam menganalisa kesimpulan Penulis menerapkan Metode berfikir 

induktif yaitu suatu pernyataan atau dalil yang bersifat khusus menjadi suatu 

pernyataan atau kasus yang bersifat umum. Berdasarkan hasil penelitian diketahui 

belum berjalan maksimal dikarenakan kecelakaan yang dilakukan oleh anak banyak 

dilakukan dengan cara damai karena banyak pertimbangan dari Kepolisian jika anak 

harus dipidana dan dalam pemberian pertolongan oleh petugas belum dilaksanakan 

dengan prosedur yang mana lambatnya korban dibawa ke rumah sakit dengan 

menggunakan kendaraan ambulan atau kendaraan petugas Kepolisian dan pada tahap 

kejadian petugas Kepolisian hanya melakukan apabila posisi korban mengganggu 

kelancaran arus lalu lintas korban dipindahkan ke tempat yang aman dengan 

memberikan tanda terlebih dahulu pada letak korban semula dan dalam hal kedua 

jenis kendaraan tersebut tidak tersedia dapat digunakan kendaraan lain dengan 

terlebih dahulu mencatat identitas kendaraan dan pengemudi sehingga tidak adanya 

memberikan pertolongan pertama terhadap korban kecelakaan lalu lintas agar kondisi 

korban tidak menjadi lebih buruk. Hambatan yang muncul yaitu kurangnya kesadaran 

masyarakat untuk melapor karena masyarakat masih takut untuk berhubungan dengan 

pihak kepolisian. Dengan upaya melakukan sosialisasi dilingkungan anggota Satuan 

Lalu Lintas mengenai tata cara penanganan kecelakaan lalu lintas dilapangan kepada 

anggota. Menambah sarana dan prasarana dalam penanganan kecelakaan lalu lintas 

agar lebih ditingkatkan kemampuan personil dalam hal kemampuan dilapangan. 

Memberikan pembinaan dan pelatihan khusus kepada anggota unit lalu lintas serta 

perlu adanya dukungan masyarakat untuk memahami bahwa kewenangan dan 

kebijakan anggota Kepolisian atas diskresi memang di lindungi oleh hukum dalam 

ruang lingkup tugasnya, tetapi masih berpedoman dalam batas-batas yang ditentukan 

oleh hukum. 

 

Kata Kunci : Penegakan, Hukum, Anak, Lalu Lintas.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Kemajuan suatu bangsa dapat dilihat dari tingkat kesadaran hukum 

warganya, semakin tinggi kesadaran hukum penduduk suatu negara akan semakin 

tertib kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam kehidupan sehari-hari di 

lingkungan masyarakat tidak lepas dari aturan-aturan yang berlaku, baik aturan 

yang tertulis maupun aturan yang tidak tertulis. Manusia di dalam pergaulan 

hidupnya selalu diatur oleh kaedah-kaedah yang merupakan pedoman atau 

patokan dalam batas-batas perikelakuan manusia. Di dalam kehidupannya sehari-

hari baik secara sadar ataupun tidak, manusia dalam berperilaku dibatasi agar 

tidak merugikan pihak lain. Pelanggaran terhadap batas-batas yang ditentukan 

oleh kaedah-kaedah tersebut, akan mengakibatkan terjadinya pertentangan 

kepentingan yang dapat mempengaruhi seluruh masyarakat atau bagian-bagian 

tertentu dari masyarakat.
1
 

Masalah lalu lintas yang dihadapi saat ini, disebabkan karena meningkatnya 

sarana angkutan yang tidak diimbangi dengan penyediaan prasarana jalan raya 

yang memadai, serta pengaturan arus lalu lintas yang baik. Sementara itujumlah 

kendaraan yang menggunakan fasilitas jalan raya terus meningkat. Keadaan ini 

semakin rawan kecelakaan karena mentalitas pemakai jalan raya kurang disiplin 

dan kurang bertanggung jawab. Kelancaran lalu lintas merupakan urat nadi yang 

                                                     
1
 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 48. 
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menunjang kegiatan dalam berbagai segi terutama dalam proses pembangunan. 

Secara umum masyarakat berpandangan bahwa masalah lalu lintas meliputi 

pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas 

merupakan suatu tindakan seseorang melanggar, menabrak, menggilas, 

mengabaikan, tidak mematuhi ketentuan yang berlaku.
2
 

Negara Republik Indonesia umumnya semakin bertambah padat sejalan 

dengan perkembangan dan kemajuan teknologi, perkembangan ekonomi, serta 

ditambah dengan jumlah penduduk yang semakin meningkat. Sehubungan dengan 

hal tersebut, maka secara otomatis akan timbul problema yang kompleks dalam 

kaitannya dengan kecelakaan lalu lintas yang sering menelan korban jiwa dan 

harta benda. Jauh sebelum kendaraan bermotor ditemukan, kecelakaan di jalan 

hanya melibatkan kereta, hewan, dan manusia. Kecelakaan lalu lintas menjadi 

meningkat secara drastis ketika ditemukan berbagai jenis kendaraan bermotor.
3
 

Kecelakaan lalu lintas merupakan peristiwa yang tidak diharapkan yang 

melibatkan paling sedikit satu kendaraan bermotor pada satu ruas jalan dan 

mengakibatkan kerugian material bahkan sampai menelan korban jiwa. Laju 

pertambahan penduduk dan jumlah arus lalu lintas meningkat secara pesat, 

sehingga kebutuhan akan prasarana transportasi terus bertambah. Keadaan ini 

sangat berpengaruh terhadap tingkat pelayanan yang ada, sehingga jika tidak 

diimbangi dengan peningkatan prasarana transportasi yang memadai, maka 

dampak yang diakibatkan adalah timbulnya masalah-masalah pada lalu lintas, 

seperti kemacetan dan kecelakaan. Ada tiga faktor utama yang menyebabkan 

                                                     
2
 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012). hlm. 34. 

3
 Ibid., hlm. 35. 
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terjadinya kecelakaan, Pertama adalah faktor manusia, kedua adalah faktor 

kendaraan dan yang terakhir adalah faktor  jalan. Kombinasi dari ketiga faktor itu 

bisa saja terjadi, antara manusia dengan kendaraan misalnya berjalan melebihi 

batas kecepatan yang ditetapkan kemudian ban pecah yang mengakibatkan 

kendaraan mengalami kecelakaan. Disamping itu masih ada faktor lingkungan, 

cuaca yang juga bisa berkontribusi terhadap kecelakaan. Dari banyaknya 

kecelakaan yang terjadi dan faktor-faktor yang menyebabkan kecelakaan terdapat 

suatu kendala dalam proses penyidikan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan 

matinya korban.
4
 

Adapun pengertian kecelakaan lalu lintas yang terdapat pada Pasal 1 ayat 

(24) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan yang menjelaskan bahwa kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di 

jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau 

tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian 

harta benda. Penyebab meningkatnya kecelakaan di jalan selain pertambahan 

penduduk, juga menggejala dari sifat acuh masyarakat, Faktor lain yang 

menyebabkan terjadinya kecelakaan adalah keadaan jalan dan lingkungan, kondisi 

kendaraan, dan keadaan pengemudi. Salah satu permasalahan lalu lintas yang 

perlu mendapatkan perhatian serius adalah kecelakaan lalu lintas, yang biasanya 

selalu berawal dari adanya pelanggaran lalu lintas.
5
 

                                                     
4
 Lexy  Moleong,  Metodologi  Penelitian  Kualitatif,  (Bandung : Remaja Rosdakarya, 

2012), hlm. 43. 
5
 M. Umar Maksum dkk, Cara Mudah Menghadapi Kasus-kasus Hukum Untuk Orang 

Awam, (Yogyakarta: Sabda Media, 2009), hlm. 107. 
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Kecelakaan merupakan sebuah kelalaian, Kelalaian merupakan sebuah 

tindak pidana, yang tentu ada pertanggungjawaban pidana. Sedangkan untuk 

ketentuan pidananya mengenai kasus kecelakaan diatur di dalam Undang-Undang 

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan khususnya di Pasal 310 Undang-Undang Nomor 

22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi sebagai 

berikut: 

1. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena 

kelalaiannya yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan 

kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 

(enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta 

rupiah). 

2. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena 

kelalaiannya yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban 

luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara 

paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 

2.000.000,00 (dua juta rupiah). 

3. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena 

kelalaiannya yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban 

luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana 

dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling 

banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). 
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4. Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang 

mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 

12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). 

Diwilayah hukum Kepolisian Resor Siak dalam rentang waktu Tahun 2022 

mencatat 133 kasus pada Tahun 2023 mencatat 156 kasus dan 12 korban 

meninggal dunia, Dari data tersebut jumlah pelakunya masih di bawah umur pada 

tahun 2022 tercatat 8 kasus sedangakan pada Tahun 2023 tercatat 16 kasus. 

Permasalahanya adalah ketika kecelakaan yang dilakukan oleh anak yang 

menyebabkan orang lain meninggal dunia, ketika banyak pertimbangan jika anak 

harus dipidana, oleh karena itu perlu dilakukan berbagai upaya untuk memberikan 

pembinaan dan perlindungan terhadap anak, baik menyangkut kelembagaan 

maupun perangkat hukum yang lebih memadai. Adanya undang-undang tentang 

anak tentu menunjukkan bahwa anak memang perlu untuk dilindungi. 

Berdasarkan penjelasan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian terhadap efektivitas dan penegakan Undang-undang tersebut yang 

dimuat dalam suatu bentuk penulisan skripsi yang bejudul “Penegakan Hukum 

Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum 

Kepolisian Resor Siak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 

Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas peneliti menetapkan rumusan masalah pada 

penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku kecelakaan 

lalu lintas di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Siak berdasarkan Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan? 

2. Apakah hambatan dalam penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku 

kecelakaan lalu lintas di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Siak berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan? 

3. Apakah upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan penegakan hukum 

terhadap anak sebagai pelaku kecelakaan lalu lintas di Wilayah Hukum 

Kepolisian Resor Siak berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan dan penelitian 

Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku 

kecelakaan lalu lintas di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Siak 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas 

dan Angkutan Jalan. 

2. Untuk mengetahui hambatan dalam penegakan hukum terhadap anak 

sebagai pelaku kecelakaan lalu lintas di Wilayah Hukum Kepolisian Resor 
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Siak berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan. 

3. Untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan dalam mengatasi 

hambatan penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku kecelakaan lalu 

lintas di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Siak berdasarkan Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 

2. Kegunaan Penelitian 

Sedangkan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi peneliti secara 

pribadi terkait dengan penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku 

kecelakaan lalu lintas di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Siak 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas 

dan Angkutan Jalan. 

2. Untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan di dunia akademik dan 

untuk menjadi acuan dan referensi bagi peneliti berikutnya terkait dengan 

permasalahan tersebut. 

3. Untuk memberikan konstribusi bagi Kepolisian Resor Siak dalam 

mengambil suatu kebijakan dalam penyelesaian permasalahan tersebut. 

 

D. Kerangka Teori 

 

1. Penegakan Hukum 

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau 

berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman prilaku dalam 

lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan 
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bernegara. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu 

atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum 

yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum dalam arti 

sempit dari segi subjeknya itu. Penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai 

upaya aperatur penegak hukum tentu untuk menjamin dan memastikan bahwa 

suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya dalam memastikan 

tegaknya hukum itu apabila diperlukan aparatur penegak hukum itu 

diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.
6
 

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan 

konsep-konsep menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk 

mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan, yang disebut 

sebagai keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran pembuat undang-

undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Pembicaraan 

mengenai proses penegakan hukum ini menjangkau pula sampai kepada 

pembuatan hukum. Perumusan pikiran pembuat Undang-Undang yang dituangkan 

dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu 

dijalankan.
7
 

Penegakan hukum yang baik, memerlukan pelaksanaan yang terarah pada 

proses pencapaian sasaran yang meliputi aktualisasi tata nilai yang melandasi dan 

menjadi acuan perilaku proses penegakan hukum, yang tertuju pada pencapaian 

                                                     
6
 Muhammad Anwar. Hukum Pidana Bagian Khusus, (Bandung: Refika Aditama, 2013), 

hlm. 19. 
7
 Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum dalam Suatu Tinjauan Sosiologis, (Jakarta 

: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 2003), hlm 24. 
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tujuan hukum. Semua itu dikembangkan dalam rangka mewujudkan gaya moral 

penegakan hukum yang baik, menjaga konsistensi dengan berbagai dimensi nilai 

yang terkandung dalam konstitusi negara yang menjadi dasar eksistensi dan acuan 

perilaku sistem dan proses penegakan hukum yang baik. Keadaan ini telah 

mendorong untuk dilakukannya harmonisasi hukum dan harmonisasi penegakan 

hukum secara terintegrasi, konsisten dan taat asas.
8
 

Pengamatan berlakunya hukum secara lengkap ternyata melibatkan berbagai 

unsur sebagai berikut:
9
 

1. Peraturan sendiri. 

2. Warga negara sebagai sasaran pengaturan. 

3. Aktivitas birokrasi pelaksana. 

4. Kerangka sosial, politik, ekonomi dan budaya yang ada yang turut 

menentukan bagaimana setiap unsur dalam hukum tersebut di atas 

menjalankan apa yang menjadi bagiannya. 

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar 

kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum 

dapat berlansung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena 

pelanggaran hukum. Hukum yang dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan 

hukum inilah hukum menjadi kenyataan yaitu kepastian hukum (rechtssifierteit), 

kemanfaatan (zwarckmassighkeit) dan keadilan (gerechtigkeit).
10

 

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum menghendaki empat syarat 

                                                     
8
 Ibid., hlm. 26. 

9
 Satjipto Rahardjo, Permasalahan Hukum di Indonesia, (Bandung:Alumni, 2007), hlm. 23. 

10
 Ibid., hlm. 145. 
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yaitu:
11

 

1. Adanya aturan. 

2. Adanya lembaga yang akan menjalankan peraturan itu. 

3. Adanya fasilitas untuk mendukung pelaksanaan peraturan itu. 

4. Adanya kesadaran hukum dari masyarakat yang terkena peraturan itu. 

Penegakan hukum adalah kegiatan menyelerasikan nilai-nilai terjabarkan 

didalam kaedah-kaedah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian 

penjabaran nilai tanpa akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan 

mempertahankan kedamaian pergaulan hidup, sehingga dalam penegakan hukum 

harus memperhatikan unsur-unsur kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan 

keadilan.
12

 Untuk itu faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah: 

1. Faktor hukum sendiri yaitu, yang didalamnya dibatasi oleh undang-undang 

saja, kepastian hukum menghendaki bagaimana hukum dilaksanakan, tanpa 

peduli bagaimana sulitnya menerapkan hukum itu. Hal ini dimaksudkan agar 

terciptanya ketertiban dalam masyarakat. Kemudian masyarakat menghendaki 

adanya manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum tersebut. 

2. Faktor penegak hukum yaitu, pihak-pihak yang membentuk maupun 

menerapkan hukum. Para penegak hukum menjadikan hukum sebagai sumber 

materil dan tempat meraup kekayaan serta kejayaan, hal tersebut 

menyebabkan penerapan hukum tidak terlaksana sebagaimana mestinya. Akan 

tetapi dalam hal pelaksanaan hukum harus ditegakkan, setiap orang 
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 Soerjono Soekanto, Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum, (Jakarta:Bina Aksara, 

2007), hlm. 9. 
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 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta : 

Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 5. 
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mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang 

konkrit. Bagaimana hukumnya, itulah yang harus berlaku, dan pada dasarnya 

tidak boleh menyimpang. Seiring dengan perkembangan masyarakat, 

bertambah banyak pula peraturan-peraturan yang disusun untuk menata 

kehidupan modem. Sehingga persoalan penegakan hukum adalah masalah rule 

of faw dan Caw enforceme menjadi penting. 

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum yaitu sarana 

dan atau fasilitas yang memadai yang mendukung pelaksanaan penegakan 

hukum. 

4. Faktor masyarakat yaitu faktor yang paling penting dalam lingkungan dimana 

hukum tersebut itu diberlakukan dan atau diterapkan. 

5. Faktor budaya hukum yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang 

didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup. 

Berdasarkan kelima faktor diatas saling keterkaitan karena merupakan 

esensi dari penegakan hukum juga merupakan tolak ukur dari pada efektifitas 

penegakan hukum. Untuk menjamin adanya penegakan hukum yang baik, maka 

dalam pembentukan hukum harus ditujukan untuk mencapai tegaknya supremasi 

hukum.
13

 Sebagai Negara hukum yang bertujuan menciptakan keadilan, 

kesejahteraan dan kepastian hukum didalaamnya dijamin hak azazi manusia setiap 

warga mempunyai kedudukan yang sama dimata hukum dan wajib menjunjung 

hukum. Hubungan orang perorang dengan badan hukum atau dengan lembaga 

negara dalam pelaksanaan hak dan kewajiban selalu menimbulkan pertentangan 
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dan jika tidak hati-hati akan menimbulkan tindak pidana. Untuk menjamin agar 

tidak terjadinya pertentangan tersebut dan guna menjamin hak azazi manusia 

diperlukan aturan hukum, sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (1) Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi tiada suatu perbuatan yang dapat 

dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang 

ada.
14

 

Keadilan berkaitan erat dengan pendistribusian hak dan kewajiban, hak yang 

bersifat mendasar sebagai anugerah Ilahi sesuai dengan hak asasinya yaitu hak 

yang dimiliki seseorang sejak lahir dan tidak dapat diganggu gugat. Keadilan 

merupakan salah satu tujuan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum. 

Keadilan adalah kehendak yang hakiki, tetap untuk memberikan kepada siapapun 

sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat dan tuntutan jaman.
15

 

Korelasi antara filsafat, hukum dan keadilan sangat erat, karena terjadi tali temali 

antara kearifan, norma dan keseimbangan hak dan kewajiban. Hukum tidak dapat 

dipisahkan dengan masyarakat dan negara, materi hukum digali, dibuat dari nilai-

nilai yang terkandung dalam bumi pertiwi yang berupa kesadaran dan cita hukum, 

cita moral, kemerdekaan individu dan bangsa, perikemanusiaan, perdamaian, cita 

politik dan tujuan negara.
16

 

2. Efektivitas hukum 

Manusia adalah makhluk sosial yang selalu berinteraksi dan membutuhkan 

bantuan dengan sesamanya. Dengan adanya hubungan sesama seperti itulah perlu 

adanya keteraturan sehingga individu dapat berhubungan secara harmoni dengan 
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 Subekti, Kasus Hukum, (Jakarta : Paramita, 2011), hlm. 84. 
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individu lain sekitarnya. Oleh karena itu diperlukan aturan yang disebut 

“Hukum”. Hukum diciptakan dengan tujuan yang berbeda-beda, ada yang 

menyatakan bahwa tujuan hukum adalah keadilan, ada juga yang menyatakan 

kegunaan, ada yang menyatakan kepastian hukum.
17

 

Norma hukum adalah peraturan-peraturan yang dibuat dan dilaksanakan 

oleh Negara dan berlaku dipertahankan  secara paksa oleh alat-alat Negara seperti 

polisi, jaksa, hakim dan sebagainya. Dengan demikian memaksa merupakan sifat 

khas dan kaidah atau norma hukum. Tujuan norma hukum adalah 

menyelenggarakan tata tertib dalam masyarakat dan memberikan perlindungan 

terhadap manusia dan miliknya.
18

 

Masyarakat adalah sekumpulan individu yang saling berinteraksi satu sama 

lain dalam rangka memenuhi kebutuhan dan mencapai kesejahteraan hidup. 

Kebutuhan setiap individu yang tergabung di dalam masyarakat tidaklah sama 

sehingga dapat menimbulkan pertentangan karena dalam proses pemenuhan 

kebutuhan, pasti akan ada individu yang merasa belum memperoleh haknya untuk 

menyelesaikan pertentangan tersebut, diperlukan peran penegak hukum yang 

dapat memberi perlindungan kepada masyarakat dengan mengutamakan keadilan, 

memperhatikan kepentingan masyarakat dan manfaat hukum yang diterapkan bagi 

masyarakat. Salah satu penegak hukum di Indonesia adalah Lembaga 

Kepolisian.
19

 

Lembaga Kepolisian sebagai salah satu penegak hukum di Indonesia 
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memiliki tujuan untuk memberi perlindungan dan pelayanan bagi masyarakat. 

Lembaga Kepolisian merupakan lembaga tingkat pertama yang menangani suatu 

perkara sebelum dilimpahkan kepengadilan dengan melakukan penyidikan 

terhadap suatu perkara. Dalam menjalankan tugasnya, lembaga Kepolisian tidak 

dapat selalu berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh 

badan legislatif karena kehidupan masyarakat akan selalu berkembang dan 

dinamis serta peraturan yang telah ada tidak selamanya dapat menyelesaikan 

permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat yang semakin rumit dan beragam 

peranan Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai tujuan yang 

tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang 

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatur “Kepolisian Negara 

Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang 

meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya 

hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada 

masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarkat dengan menjunjung tinggi 

hak asasi manusia. 

Ketertiban umum adalah suatu keadaan yang menyangkut penyelenggaraan 

kehidupan manusia sebagai kehidupan bersama. Keadaan tertib yang umum 

menyiratkan suatu keteraturan yang diterima secara umum sebagai suatu 

kepantasan minimal yang diperlukan, supaya kehidupan bersama tidak berubah 

menjadi anarki.
20

 Ketertiban umum sebenarnya juga merupakan manifestasi dari 

suatu keadaan damai yang dijamin oleh keamanan kolektif, yaitu suatu tantanan, 
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dimana manusia merasa aman secara kolektif. Ketertiban umum pada akhirnya 

merupakan manifestasi yang rasional dari penempatan kebebasan eksistensial 

yang individual dalam pembatasan eksistensial yang kolektif. Dari pada 

mengunakan kebebasan semata-mata untuk terus-menerus melakukan ofensif 

guna mempertahankan diri secara individual, adalah lebih rasional untuk 

mengalihkan sebagian dari kebebasan eksistensial itu menjadi pembatasan ko-

eksistensial guna memperoleh keamanan kolektif. 

Apeldoorn, misalnya merujuk kepada pikiran yang hidup dikalangan bangsa 

German pada masa 500 tahun SM, ketika dia menyatakan bahwa tujuan hukum 

adalah untuk mengatur pergaulan hidup secara damai.
21

 Hukum dapat 

mempertahankan “perdamaian” (atau “tertib hukum” itu) hanya jika dia berhasil 

menjaga keseimbangan antar kepentingan manusia yang tidak selalu tidak 

bertentangan satu sama lain.
22

 Artinya, tertib hukum itu hanya bisa ditegakkan, 

jika dia mendatangkan keadilan bagi mereka yang berkepentingan terhadap 

keadaan tertib itu, karena di mana pun hukum melindungi kepentingan dan cita-

cita dasar manusia yang sama seperti keamanan jiwa, kebebasan untuk mengurus 

diri sendiri, bentuk-bentuk hak milik tertentu yang sangat berbeda satu sama lain, 

struktur-struktur kerja sama dan tukar-menukar yang adil, dan seterusnya. 

Asas ketertiban umum bukan merupakan suatu hal yang baru dan tidak 

populer. Tetapi asas ini dikenal dalam setiap sistem hukum, baik common law 

maupun civil law. Dalam sistem hukum common law asas ketertiban umum 

dikenal dengan istilah public policy, sedangkan dalam sistem hukum civil law 

                                                     
21

 Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Noordhoff-Kolff, 2006), hlm. 20. 
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dikenal dengan isitilah ordre public, salah satunya di Perancis. Disamping itu 

masih banyak istilah lain tentang asas ketertiban umum seperti dalam bahasa 

Belanda openbare orde, vorbehaltklausel dalam bahasa Jerman, ordine publico 

dalam bahasa Italia dan orden publico dalam bahasa spanyol.
23

 

Suatu tertib hukum pasti menghasilkan ketertiban umum, tetapi ketertiban 

umum belum tentu merupakan hasil dari tertib hukum. Tertib hukum menjadi 

tertib hukum hanya karena dia mengundang keadilan, sehingga didukung oleh 

masyarakat sebagai subjek hukum umum. Tetapi, ketertiban umum tidak niscaya 

mengundang keadilan, karena dia bisa saja dipaksakan oleh suatu kekuatan 

(misalnya, pemerintah yang otoriter) yang lebih berkepentingan terhadap suatu 

keadaan yang tunduk kepadanya, ketimbang memberikan keadilan terhadap 

masyarakat.
24

 Setiap Peraturan dibuat mempunyai tujuan yang ingin dicapai atau 

disebut dengan ius constituendum. Yang dimaksud dengan ius constituendum 

adalah kaidah-kaidah sebagaimana Undang-Undang yang dicita-citakan oleh 

pergaulan hidup dan Negara. Namun pada pelaksanaan banyak benturan baik itu 

benturan kepentingan maupun kepentingan hak dan kewajiban dari orang maupun 

sekelompok orang. Hal inilah yang menyebabkan penegakan hukum atau aturan 

sering mengalami kendala.
25

 

3. Kesadaran hukum 

Setiap manusia maupun kelompok manusia, biasanya terdapat ide-ide 

tertentu tentang apa yang diingini dan apa yang sebaiknya dijauhi. Ide-ide tersebut 
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merupakan konsepsi-konsepsi abstrak didalam diri manusia, yang secara socio 

psichologist terbentuk atas dasar pengalaman-pengalaman yang diperoleh manusia 

didalam pergaulan hidup. Sudah tentu bahwa pengalaman-pengalaman tersebut 

terlebih dahulu mengalami semacam seleksi atas dasar unsur-unsur mental yang 

terdapat didalam diri manusia. Hal itu semuanya, antara lain mengakibatkan 

bahwa manusia kemudian memberikan ukuran-ukuran tadi adalah kaidah-kaidah 

atau norma-norma. Manusia mempunyai konsepsi-konsepsi abstrak tentang apa 

yang diingininya dan apa yang ditolaknya, yang kesemuanya itu dinamakan nilai 

(value). Di dalam nilai-nilai tersebut tercakup cita-cita untuk hidup teratur. Hal 

mana dapat mencakup berbagai bidang kehidupan seperti bidang ekonomi, politik 

dan juga sosial. Di dalam cita-cita demikianlah terumuskan konsepsi kesadaran 

hukum, yaitu suatu nilai yang menginginkan keserasian antara ketertiban dengan 

kebebasan.
26

 

Apabila seseorang berbicara mengenai kesadaran hukum, maka tidak jarang 

bahwa dia sendiri kurang mengetahui dengan tepat, apa yang dimaksudkannya 

dengan kesadaran hukum tersebut. Ada kalanya hal itu dikaitkan dengan perasaan 

seseorang terhadap hukum, misalnya rasa keadilan. Kadang-kadang kesadaran 

hukum dikaitkan dengan masalah puas atau rasa tidak puas terhadap hukum yang 

ada, tidak jarang pula kesadaran hukum itu dihubungkan dengan perilaku orang, 

artinya kalau perilakunya menyimpang dari hukum, maka tingkat kesadaran 

hukumnya rendah dan demikian pula sebaliknya. Para ilmuwan berpendapat, 

bahwa tempat dari kesadaran hukum adalah sebagai perantara atau mediator 
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antara hukum dengan perilaku manusia. Ide tentang kesadaran warga-warga 

masyarakat sebagai dasar sahnya hukum positif tertulis diketemukan didalam 

ajaran-ajaran tentang rechtsgefuhl atau rechtsbewusstsein yang intinya adalah 

bahwa tak ada hukum yang mengikat warga-warga masyarakat kecuali atas dasar 

kesadaran hukumnya.
27

 

 

E. Metode Penelitian 

Untuk melaksanakan penelitian secara benar dan terarah diperlukan suatu 

metode sehingga hasil penelitian dapat digunakan untuk menjawab hasil dari 

masalah yang ada dan menganalisis pokok permasalahan. 

1. Jenis penelitian  

Penelitian hukum yang dilakukan adalah penelitian hukum sosiologis, yang 

membahas pengaruh berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat 

dalam hal ini mengenai penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku 

kecelakaan lalu lintas di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Siak berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan. Selain itu Soerjono Soekanto juga menambahkan bahwa dalam 

penelitian hukum sosiologis dapat berupa penelitian yang hendak melihat 

korelasi antara hukum dengan masyarakat dengan demikian diharapkan mampu 

mengungkap efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat dan 

mengidentifikasikan hukum yang tidak tertulis yang berlaku pada 

masyarakat.
28
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2. Lokasi penelitian 

Lokasi penelitian yang penulis lakukan bertempat di Kepolisian Resor Siak 

dengan alasan masih banyaknya kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oeh 

anak dibawah umur di wilayah hukum Kepolisian Resor Siak. 

3. Populasi dan sampel 

a. Populasi 

Populasi merupakan sekumpulan objek yang hendak diteliti. Setelah lokasi 

penelitian ditentukan, peneliti harus menetapkan populasi penelitiannya. 

Pada tahap ini seorang peneliti diharapkan mampu mengidentifikasi 

populasi yang ada. Isi populasi adalah unsur-unsur yang ada kaitannya 

dengan penelitian dan yang akan menjadi objek penelitiannya.
29

 Maka yang 

menjadi populasi dalam penelitian ini yaitu: 

1) Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Siak sebanyak 1 orang. 

2) Kepala Unit Kecelakaan Lalu Lintas Kepolisian Resor Siak sebanyak 1 

orang. 

3) Pelaku Anak dibawah umur sebanyak 24 orang. 

4) Orang Tua/Wali sebanyak 24 orang. 

b. Sampel 

Dari Populasi yang telah teridentifikasi, saatnya bagi peneliti untuk 

menetapkan sampelnya. Sampel merupakan bagian dari populasi yang akan 

dijadikan objek penelitian. Dari sampel inilah data primernya nantinya akan 

diperoleh. Arti pentingnya penetapan sampel adalah untuk memudahkan 

                                                     
 29

 Ibid., hlm 12. 
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peneliti dalam mengungkap dan menemukan data dalam penelitian. Ada pun 

yang menjadi sampel dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1) Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Siak sebanyak 1 orang, 

dengan metode sensus, yaitu menetapkan jumlah sampel berdasarkan 

jumlah populasi yang ada.
30

 

2) Kepala Unit Kecelakaan Lalu Lintas Kepolisian Resor Siak sebanyak 1 

orang, dengan metode sensus, yaitu menetapkan jumlah sampel 

berdasarkan jumlah populasi yang ada. 

3) Pelaku Anak dibawah umur sebanyak 3 orang, dengan metode random, 

yaitu menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang 

ada, yang kategori sampelnya ditetapkan secara acak oleh peneliti. 

4) Orang Tua/Wali sebanyak 3 orang, dengan metode random, yaitu 

menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada, 

yang kategori sampelnya ditetapkan secara acak oleh peneliti. 

 

 

 

 

 

 

Tabel I. 1 

Populasi dan Sampel 

 

No  

Populasi 

Jumlah 

Populasi 

Jumlah 

Sampel 

Persentase 

(%) 

1 Kepala Satuan Lalu Lintas 

Kepolisian Resor Siak 

1 orang 1 orang 100 

2 Kepala Unit Kecelakaan Lalu 

Lintas Kepolisian Resor Siak 

1 orang 1 orang 100 

                                                     
 

30
 Ibid., hlm 12. 
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3 Pelaku Anak dibawah umur 24 orang 3 orang 12.5 

4.  Orang Tua/Wali 24 orang 3 orang 12.5 

Sumber : data primer tahun 2022 s/d 2023. 

4. Sumber data 

Sumber data penelitian ini dapat dibedakan atas 3 macam, yaitu :  

a. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari lapangan secara langsung yang 

sesuai dengan permasalahan melalui responden yang sudah penulis 

tetapkan.  

b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari literatur-literatur 

kepustakaan yang bersifat mendukung data primer. Data ini diperoleh 

melalui kepustakaan yang bersifat mendukung data primer, yang mana 

juga berkaitan erat dengan penelitian. 

c. Data tertier, yaitu data yang diperoleh melalui kamus dan sejenisnya yang 

berfungsi untuk mendukung data primer dan sekunder. 

5. Teknik pengumpulan data 

Untuk memperoleh data yang dipercayai dan dipertanggungjawabkan 

sehingga dapat memberikan gambaran permasalahan secara menyeluruh, 

maka dalam hal ini penulis menggunakan alat pengumpulan data berupa:  

a. Observasi, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

pengamatan langsung terhadap objek penelitian. 

b. Wawancara, wawancara dilakukan oleh penulis adalah wawancara non 

struktur, karena pertanyaan yang diajukan kepada responden adalah 

pertanyaan-pertanyaan lepas, sehingga dapat berkembang sesuai dengan 

kebutuhan yang diinginkan oleh peneliti.  
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c. Kajian Kepustakaan, yaitu peran aktif penulis untuk membaca literatur- 

literatur kepustakaan yang memiliki kolerasi dengan penegakan hukum 

terhadap anak sebagai pelaku kecelakaan lalu lintas di Wilayah Hukum 

Kepolisian Resor Siak berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 

2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mana ini berguna 

untuk mencari data sekunder untuk mendukung data primer. 

6. Analisis Data 

Dalam penelitian ini data dianalisis secara kualitatif artinya data dianalisis 

tidak dengan menggunakan statistik atau matematika ataupun yang sejenisnya. 

Analisis data penelitian ini dilakukan secara kualitatif, maksudnya data yang 

diperoleh dihubungkan atau dikaitkan dengan peraturan Perundang-Undangan 

dan pendapat ahli yang menjadi rujukan. Hasil akhir pembahasan penulis 

menggunakan metode berfikir deduktif, yaitu suatu pernyataan atau dalil yang 

bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku kecelakaan lalu lintas di 

wilayah hukum Kepolisian Resor Siak berdasarkan Undang-Undang Nomor 

22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah belum 

berjalan sesuai dengan undang-undang yang berlaku, kecelakaan yang 

dilakukan oleh anak penyidik lalu lintas hanya melakukan upaya 

perdamaian, ganti rugi antara korban dan pelaku, ketika banyak 

pertimbangan jika anak harus dipidana. Padahal di Pasal 310 Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan 

dalam pemberian pertolongan oleh petugas belum dilaksanakan dengan 

prosedur yang mana lambatnya korban dibawa ke rumah sakit dengan 

menggunakan kendaraan ambulan, apabila posisi korban mengganggu 

kelancaran arus lalu lintas korban dipindahkan ke tempat yang aman dengan 

memberikan tanda terlebih dahulu pada letak korban semula dan dalam hal 

kedua jenis kendaraan tersebut tidak tersedia dapat digunakan kendaraan 

lain dengan terlebih dahulu mencatat identitas kendaraan dan pengemudi 

sehingga tidak adanya memberikan pertolongan pertama terhadap korban 

kecelakaan lalu lintas agar kondisi korban tidak menjadi lebih buruk. 

2. Hambatan dalam penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku 

kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Kepolisian Resor Siak berdasarkan 
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Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan adalah tidak adanya sanksi yang diberikan kepada pelaku yang selama 

ini hanya dilakukan dengan jalan damai mengingat pelaku merupakan anak 

dibawah umur, kurangnya sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan 

penanganan mengakibatkan lamanya proses penyelesaian masalah karena 

dalam setiap penanganan kecelakaan lalu lintas, kurangnya kesadaran 

masyarakat untuk melapor karena sering kali masyarakat masih takut untuk 

berhubungan dengan pihak kepolisian. Mereka terkadang memilih jalan 

kekeluargaan tanpa campur tangan dari kepolisian untuk menyelesaikan 

kecelakaan yang terjadi. 

3. Upaya dalam mengatasi hambatan penegakan hukum terhadap anak sebagai 

pelaku kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Kepolisian Resor Siak 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas 

dan Angkutan Jalan adalah memberikan sanksi sesuai dengan undang-

undang yang berlaku tanpa adanya proses perdamaian, menambah sarana 

dan prasarana dalam penanganan kecelakaan lalu lintas agar lebih 

ditingkatkan kemampuan personil dalam hal kemampuan dilapangan. 

Memberikan pembinaan dan pelatihan khusus kepada anggota unit lalu 

lintas serta perlu adanya dukungan masyarakat untuk memahami bahwa 

kewenangan dan kebijakan anggota Kepolisian atas diskresi memang di 

lindungi oleh hukum dalam ruang lingkup tugasnya, tetapi masih 

berpedoman dalam batas-batas yang ditentukan oleh hukum. 
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B. Saran 

1. Penyidik Polri diharapkan dapat menjadi aparat penegak hukum yang 

profesional yang mampu memahami bagaimana penanganan kecelakaan 

lalu lintas hal ini bisa terwujud melalui proses pembelajaran dan 

pemberdayaan dengan dukungan perlengakapan dan ilmu pengetahuan 

yang sesuai dengan kebutuhan tugas. 

2. Perlu adanya tambahan sarana dan prasarana yang memadai, partisipasi 

atau kerjasama antara penyidik Polri dengan dengan masyarakat untuk 

memahami bahwa kewenangan dan kebijakan anggota Kepolisian atas 

diskresi memang dilindungi oleh hukum dalam ruang lingkup tugasnya 

serta menambah jumlah personil yang cukup sehingga dapat mendukung 

pelaksanaan penyidikan kecelakaan lalu lintas. 

3. Agar kiranya Kepolisian Resor Siak lebih pro aktif untuk melakukan 

langkah-langkah dilapangan dan melakukan komunikasi internal di dalam 

tubuh kepolisian dalam bertindak untuk menghadapi situasi dan kondisi 

yang sulit di lapangan untuk serta memberikan pembinaan dan pelatihan 

khusus kepada anggota lalu lintas terhadap aturan dan ketentuan Polri 

yang berlaku sehingga anggota kepolisian hendaknya benar-benar 

menerapkan berbagai batasan penggunaan kewenangan yang dimilikinya 

dalam pelaksanaan tugas-tugas di lapangan. 
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